BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

;& bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya

manusia aparatur melalul percepatan peningkatan kapasitas
Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan
pengembangan Pegawai Negen Sipil melalui jalur pendidikan
dan pelatihan dalam bentuk pemberian tugas belajar,
pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya, yang
dilakukan  secara selektif, objektif, akuntabel dan
transparan;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang

Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Kabupaten Buleleng yvang mengikuti pendidikan
Tugas Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan, sudah tidak
gsesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehinggza perlu
ditinjau,

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawsai
Negen Sipil;



Menetapkan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

LAToaraD Negars RGPUOL Indonchi T Z070 nomr

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 wentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun

2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1127);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB 1
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pernturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

[
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Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupati Buleleng.

Perangkat Darcrah adalah Peranghat Daerah di Iingkungan
Pemerintah Daesrah, 1



-
&

penataran,

bimbingan teknis;

sosialisasi, dan/atau

jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan
klasikal lainnya.

Pasal 7

(1) Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S huruf b, dilakukan melalui kegiatan
yang menckankan pada proses pembelajaran praktik kerja
dan/atan pembelajaran di luar kelas.

(2) Bentuk Pengembangan Kompetensi PNS  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur ;
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coaching,

mentonng,

e-learning;

pelatihan jarak jauh;

detasering (secondmaeni);

pembelajaran alam terbuka (outbond);

patok banding (benchmarking);

pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/badan
usaha milik negara/ badan usaha milik Daerah;

belajar mandiri (self development);

komunitas belajar (community of practices);

bimbingan di tempat kerja;

magang/praktik kerja; dan

jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan
nonklasikal lainnya.

Pasgal B

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB I
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Tugas Belajar bagi PNS harus memenuhi syarat sebagai berikut :

memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak

diangkat sebagai PNS;

memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan

masa pendidikan dan masa Ikatan Dinas, dengan ketentuan

paling kurang ;

L. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas
usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar vang
diberhentikan dari jebatan; atau

2. 2 [dua) kali waktu normatil program studi sebelum batas
usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak
diberhentikan dari jabatan.

memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling

rendah dengan predikat baik;

sthat jasmani dan rohani;

tidak sedang :

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak
pidana;

2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atay
hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
atau

3. menjalani cuti di |luar tanggungan negara dan/atau
menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

tidak pernah :

1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang
dalam 1 (satu) tahun terakhir;

2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam
1 {satu) tahun terakhir; atau

3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesumi

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam
witkiu 2 (duaj tahun terakhir;



2.

(1)

(2)

program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas
Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
I. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah
Daeraly; |
2. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau
prolesi;
3. memiliki akreditasi paling rendah:
@) B atau baik sekali dan lembaga yang berwenang bagi
program studi Perguruan Tinggi dalam negeri; atau
bj C atau baik dan lembaga yang berwenang bagi program
studi Perguruan Tinggi dalam npegeri vang belum
memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan
Menteri vang membidangi urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
mendapatkan rekomendasi untuk mengikut seleksi masuk
Perguruan Tinggi dari Bupati yang diusulkan oleh Kepala
Perangkat Dacrah dan diajukan melalui Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pemerintahan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusiag
telah dinyatakan lulus seleksi masuk Perguruan Tinggl yang
disetujui sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
huruf h; dan
menandatangan perjanjian pemberian Tugas Belajar dengan
format schagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 10
Tugas Belajar dapat disclenggarakan pada Perguruan Tinggi
dalam negeri dan/atau Perguruan Tingg luar negeri.
Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
avat (1) terdiri dari:



a. Perguruan Tinggi negeri;
b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/ atay
¢. Pergurian Tinggi swasta.

(3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tingm
dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau
sabtu-minggu scpanjang telah memiliki izin/ persetujuan
penyelenggaraan program  studi vang diterbitkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetdhuan, dan
teknologi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4} Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimanm dimaksud pada
ayat (1} merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui
oleh negara yvang bersangkutan dan  kementerian Yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 11
PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar
diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas Belajar disclenggarakan untuk jangka waktu tertentu,
sesual dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku
padas masing-masing Perguruan Tinggi.

Pasal 13

(1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling
banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun,
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
berdasarkan kriteria:
a. perubashan kondisi sistem studi/perkulishan;
b. keterlambatan penerimann dana binya Tugas Belajar: dan/
atau



c. penyclesaian tuges akhir membutuhkan tambahan waktu
karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

(3} Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh
pejabat/ instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan
jangka waktu Tugas Belajar,

{5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar
setclah  diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut
status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan,

Pasal 14
PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara
berturut-turut,

Pasal 15
PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk paling banvak 1
(satu] kal jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a4, mendapatl persetujuan Bupati;
b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau
setAars,
¢, tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas
Belajar; dan
d. mempertimbangkan sisa masa kerje selelah menyelesaikan
Tugas Belajar.

Pasal 16
Persctujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Burul
a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi.



BAB V
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 17

(1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih

dari 6 (enam ) bulan diberhentikan dari jabatannya.

(2) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan

dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak

diberhentikan dari jabatan dalam hal :

1. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan

2. memperhatikan sistem penyelengearaan pendidikan yang
dijalani.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Pasal 18

PNS Tugas Belajar memiliki hak sebagai berikut :

Q.

PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan
penghasilan  sesuai  ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan;

PNS vang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat
mengusulkan peningkatan pendidikan sesual  ketentusn
Peraturan Perundang-undangan; dan

PNS vang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada hurof b, tidak berhak menuntut kenaikan
pangkat vang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 19

PNS Tugas Belajar memiliki kewsajiban sebagai berikut :
a. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian

Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;

PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor
kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pemerintahan  kepegawaion  dan  pengembangan

l



sumber daya manusia paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

sejak berakhirnya masa Tugas Belajar,

PNS vang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib

melaksanakan lkatan Dinas selama -

l. 2 [dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari
jabatannya;

2, 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan
dari jabatannya; dan

3. 1 {satu) kali masa pelaksznaan Tugas Belajar, bagi PNS
yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang
diberhentikan dari jabatannya.

. sclama menjalani lkatan Dinas, PNS tidak diperkenankan

mengajukan pengunduran diri sebagai PNS;

. PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri vang tidak

diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan

dinas;

Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas secbagaimana

dimaksud pada huruf ¢ berakhir pada ssat jangka waktu

ikatan dinas telah terpenuhi, mencapai batas usia pensiun
atau diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangari;

. PNS yang telah selesai menjalam Tugas Belajar berkelanjutan,

wajib melaksanakan lkatan Dinas scbagaimana dimaksud

pada huruf ¢ secara kumulatif, dan

. PNS Tugas Belajar vang pembiayaannya bersumber dari

Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban

melaksanakan lkatan Dinas sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢, wajib mengembalikan biaya vang dikeluarkan selama
masa Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah.
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BAB VII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Posal 20

Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan
penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya
kepada Bupat, dengan disertal alasan pembatalan dan data
dukung yang diperiukan.

Alasan pengusulan pembatalan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain !

a. PNS vang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat
pemberian Tugas Belajar;

b. PNS yung bersangkutan sedang menjalani pidana penjara
atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan
hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

c. PNS wyang bersangkutan sedang menjalani proses
pemeriksaan aas dugasn tindek pidana penvalahgunann
kewenangan jabatan vang mengakibatkan kerugian
keunangan negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksanasn Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah; dan

e, PNS wvang  bersangkutan mengajukan permohonan
pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar,

Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, hasil

pemeriksaannya dinyatakan tdak bersalah, maka PNS yang
bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 21

Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan  penghentinn
pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan uni

"



kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian
dan data dukung vang diperlukan,

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain ;

a.PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena
keadaan kahar;

b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim
penguji  keschatan  sehingga  tidak  memungkinkan
menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu
yvang ditentukan;

c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar
berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara
Tugas Belajar;

d. PNS tidek melaporkan perkembangan pelaksanasn Tugas

Belajarnya dan telnh  diberi peringatan  tertulis  oleh
instansinya; dan

e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

BAB VIl
PEMBIAYAAN

Pasal 22
Pembinyaan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Tugas
Belajar dan pelatiban dapat bersumber dari :
& Anggorar Pendapatan dan Belanja Negara;
b, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah;
c. sumber lamn yang sah dan tidak mengikat sesuai kelentuan
Peraturan Perundang-undangan dan /atau;
d. biaya mandiri,

Pasal 23
(1) PNS yang ditetapkan untuk Tugas Belajur, dapat diberikan
Bantuan Biaya pendidikan sesuai dengan jenjang
pendidikannya.



(2) Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. biaya hidup dan biava operasional;

b. uang buku dan referensi;

c. biaya pendidikan:

d. iaya penelitian; dan

e. biaya penyvusunan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi,

(3) Bantuan Biava pendidikan Tugas Belajar yang pembiavaannva
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan
huruf e, nilai dan mekanismenva ditentukan oleh pihak
pemberi bantuan dana.

(4) Bantuan Biava pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat
(1} hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(5] Besarnya Bantuan Biava pendidikan vang bersumber dan
APBD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il vane
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

Pasal 24

Bantuan Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 avat (2] diberikan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. biava hidup dan biaya operasional dibayarkan secara lumpsum;

b. vang buku dan referensi dibayarkan sesuni dengan biava riil

dan tidak melebihi standar:

¢. biava pendidikan dibayarkan sesuai dengan biava riil dan tidak

melebihi standar;

d. biava penelitian dibavarkan secara lumpsum; dan

e. biaya  penyusunan laporan  akhir/skripsi/tesis/disertasi

dibayarkan secara lumpsum,

Pasal 25

Dalam kondisi adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang
menyebabkan tidak dapat membiayai pelaksanaan Tugas Belajar



PNS yang scdang berlangsung, maka ketentuan pembiayaan
Tugas Belajar schagai berikut ;

a. pembiayaan dapat dihentikan sementara; atau

b. pembiayaan dapat dialihkan menjadi pembiayaan yang
bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat atau
biava mandin,

Pasal 26
Dalam hal pendidikan Tugas Belajar yang dibiayai oleh
Pemerintah Daerah, PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas
Belajar atas dasar kelalaiannyva sendiri, maka :
@. yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantusn
pembiayaan Tugas Belajar kepada Pemerintah Daerah: dan
b. yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27
(1) Tugas Belajar dan lzin Belajar vang telah dikeluarkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Apabila terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum
diluksanakan, maka pelaksanasnya berdasarkan ketentuan
vang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan,

BAB X
PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikut Pendidikan Tugas
Belajar/Kursus/Penataran/Pelatihan (Berita Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinystakan tidak
berlaku.



Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai beriaku padn tongeal diundangkan.

Agar setiep orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 20 Juni 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 39
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENS)
BAG! PEGAWAI NEGER! SIPIL

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGQERI SIPIL
Nomor @ ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ., yang bertanda tangan di
bawah mi :

I. Nama
NIP
Jabatan
Alamal

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Buleleng, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama
NIP
Jabatan
Alamat

dan untuk selanjuinya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

(1) Bahwa Pengembangan Kompetensi PNS dapat dilaksanakan melalui
program Tugas Belajar PNS;

(2) Bahwa PIHAK KEDUA melaksanakan Tugas Belajar PNS pada Program
Studi ..., dengan peringkat akreditasi ... pada Sekolah
Tingrl/Institut/ Universitas ... selsma .. (...) tahun mulai tangeal ... di .
yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh ...,

LT



Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam

Program Tugns Belgjar PNS dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagal
berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyetujui pelaksanaan program Tugas Belajar PIHAK
KEDUA dengan pembiayaan vang bersumber dari ... sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menetapkan pelaksanaan Program Tugas
Belajar PNS dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memiliki kewajiban :

(1) melaksanakan Program Tugas Belajar dengan sebaik-sebaiknya dari awsl
hingga selesai dalam bidang yang telah ditentukan;

(2} menyelesaikan Program Tugas Belajar sesuai dengan target waktu yang
teleh ditentukan; |

(3) menyampaikan laporan hasil pendidikan secara periodik per semester
kepada PIHAK KESATU;

(4) melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan program Tugas Belajar
PNS;

Pasal 3
PIHAK KEDUA memiliki hak :
(1) memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,
(2) mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Pasal 4

(1) Selama meclaksanakan Tugas Belajar PNS, PIHAK KEDUA fidak
diperkenankan untuk pindah program studi yang telsh ditentukan tanpa
persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut
pada ayat (1) dari Pasal ini, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan
PIHAK KEDUA dari Program Tugas Belgjar ini dan selanjutnya diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban schagaimana yang
tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dapat

rI.



memberikan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan  ketenituan
Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6

PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka wakiu
Tugas Belajar kepada PIHAK KESATU paling banyak 2 (dua) semester atau 1
(satu) tahun;

Pasal 7
Hal-hal vang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian
hari oleh PIHAK KESATU berdasarkan ketentusn Perundang-undangan.

Pasal 8

(1} Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK
sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2} Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berhasil mencapal mufakat maka PARA PIHAK sepakal untuk
menyelesaikan  perselisinan  sesuai  ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

Pasal 8

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di ... pada
hari, tanggal, bulan dan tahun scperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak
manapun dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum vang sama untuk dipcrguna.knn. seperiunya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
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